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INDONESIA RAYA



Pendahuluan INDIKATOR KEBERHASILAN PESERTA
MAMPU :
a. Menjelaskan Landasan, Etika Dan

Integritas Kehidupan Berbangsa Dan
Bernegara;

b. Menjelaskan Nilai-nilai Dasar Bela Negara;
c. Menjelaskan Penghormatan Terhadap

Lambang-lambang Negara Dan Ketaatan
Kepada Peraturan Perundang-undangan;

d. Menjelaskan Pembinaan Kerukunan,
Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Bangsa.

KOMPETENSI DASAR.
Peserta Mampu Memahami Landasan
Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara;
Etika Dan Integritas: Nilai-nilai Dasar Bela
Negara; Penghormatan Terhadap
Lambang-lambang Negara Dan Ketaatan
Kepada Peraturan Perundang-undangan;
Dan Pembinaan Kerukunan, Menjaga
Persatuan Dan Kesatuan Bangsa.



Pemahaman ETIKA DAN
INTEGRITAS
WAWASAN KEBANGSAAN
Dlm Penyelenggaraan
Pemerintahan &
Pembangunan Bagi Aparatur

Kesadaran Berbangsa &
Bernegara
Sikap & Perilaku PNS hrs
sesuai kepribadian bangsa
& selalu kaitkan dirinya dgn
Tujuan hidup & Cita-Cita
Bangsa

o Menumbuhkan etika serta
Integritas Rasa Persatuan
& Kesatuan Bangsa

o Menumbuhkan Rasa
Memiliki Jiwa Besar &
Patriotisme

o Memiliki Kesadaran atas
Tanggung Jawab sbg WN

Permasalahan
Multidimensional

Peran PNS/ASN Kesadaran
BELA NEGARA

PENDAHULUAN



KEEMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

UUD 1945

NKRI

Sesanti Bhinneka Tunggal Ika

Pada jiwa, semangat, dan nilai yang terkandung
dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Dikaitkan dengan konsepsi Wawasan
Nusantara

Aspek kesejarahannya

Pancasila sebagai dasar negara
dan pandangan hidup bangsaPancasila



etika dan
akuntabilitas

kepemimpinan
Akhlak

Etika

Akuntabilitas

etik

Pembentukan etika dan akuntabilitas kepemimpinan
sebagai ajaran yang
berisikan perintah
dan larangan tentang
baik-buruknya sikap
dan perilaku manusia

sebuah
pertanggungjawaban
kepentingan melalui
kewajiban untuk
memberitahukan dan
menjelaskan tiap dan
segenap tindakan dan
keputusan yang
diambil

tentang apa yang baik
dan apa yang buruk dan
tentang hak dan
kewajiban moral atau
akhlak (Badan Bahasa,
2016d)

budi pekerti atau dalam
rasa bahasa yang lebih
tinggi juga disebut
sebagai tata susila
(Bakry, 1978)



BERBANGSA DAN BERNEGARA
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LANDASAN KEHIDUPAN



MATERI POKOK 1
BELA NEGARA DALAM KILASAN SEJARAH KEMERDEKAAN
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TERBENTUKNYA NEGARA INDONESIA

...

BOEDI OETOMO 20 MEI 1908
(KONSEP KEBANGSAAN)

SOEMPAH PEMOEDA
28 OKT 1928

(KONSEP PERSATUAN & KESATUAN)

JONG JAVA, JONG CELEBES,
JONG SUMATERA, BONDJONG
AMBON, PERKOEMPOELAN
MADOERA, PERKOEMPOELAN
TIMOER, INDISCHE PARTIJ

...

PROKLAMASI
KEMERDEKAAN

17-08-1945
(KONSEP TANAH AIR,

Adanya kesatuan jiwa utk
Meraih cita-cita)

MASUK PBB 1950
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SEJARAH KEMERDEKAAN DLM KONTEKS ASN

pegawai-pegawai
kolonial banyak yang
tiba-tiba jadi
pengangguran, kaum
pribumi menderita
akibat dilindas oleh
krisis malaise.

Kerusuhan pada
masa ambtenaar
tahun 1929 (krisis
ekonomi malaise)

Jaman penjajahan
Belanda disebut
Ambtenaar (pegawai
negeri jaman
Belanda)

Kebanyakan dari
pegawai negeri masa
itu adalah keturunan
Belanda. Namun
demikian, sebagaian
pribumi

9



TOKOH Teladan Bela Negara

H.R. Muhammad
Mangoendiprodjo

• Lulusan OSVIA tahun 1927
• Pamong Praja, wakil kepala jaksa, dan

kemudian asisten wedana di Jombang,
Jawa Timur.

• Bergabung menjadi anggota Pembela
Tanah Air (PETA)

Mr. Syafruddin Prawiranegara,
kesadaran untuk berkorban
melampaui panggilan tugas

• Menteri Kemakmuran tahun 1947
• Saat Agresi Militer Belanda ke-2

berinisiatif bentuk Pemerintahan Darurat
Republik Indonesia dengan Gubernur
Sumatera TM Hasan,

• Demi menyelamatkan Indonesia yang
berada dalam kondisi bahaya

Sultan Hamid Al Kadrie
dari Tanjungpura

Perancang lambang negara, Garuda Pancasila
Kata Pancasila diambil dari kitab Negarakretagama
karangan Mpu Prapanca pada tahun 1365
Sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang digenggam
erat oleh Garuda Pancasila sebagai semboyan
bangsa dan negara kita, diambil dari kitab
Sutasoma karangan Mpu Tantular



SIKAP NASIONALISME WARGA KETURUNAN
• HS Dillon

• Sikh keturunan India
• Kepala Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
• Berjasa membela HAM kaum tertindas, terutama buruh tani

yang dianggap berperan besar dalam penyediaan pangan
rakyat Indonesia

• Mochamad Idjon Djanbi, Bapak Koppasus
• Mantan tentara sekutu
• Keluar dari militer, dan menikahi perempuan Sunda
• Diminta Kesatuan Angkatan Darat untuk bergabung dan

melatih prajurit TNI
• 16 April 1952 dibentuklah Kesatuan Komando Teritorium

Tentara III/Siliwangi di bawah kepemimpinannya, yang
kemudian menjadi Kopassus 11



Sejarah Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan Garuda Pancasila
• Penyusun dan perumus konstitusi terdiri dari suku

bangsa dan ras yang berbeda
• Sumber-sumber yang meraka kutip, latar belakang

profesi, serta sudut pandang dan pemikiran juga
berbeda

• Mulai dari politik (Bung Hatta), ekonomi (Mr. A.A.
Maramis), pendidikan (H. Agus Salim), hingga agama
(KH. Wahid Hasyim).

• Atas berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa
menunjukkan keteladanan untuk mampu bersinergi
sehingga menghasilkan UUD 1945 12



KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA
DAN WAWASAN KEBANGSAAN

KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) Yang tertuang dalam wantanas
(2018) tentang negara kepulauan atau archipelagic state :

“A STATE CONSTITUTED WHOLLY BY ONE OR MORE ARCHIPELAGOS AND MAY
INCLUDE OTHER ISLANDS.”
(Sebuah negara yang secara utuh mencakup satu kepulauan atau lebih dan dapat pula
mencakup pulau-pulau lain).

Wawasan nusantara merupakan penerapan konsep “ARCHIPELAGIC STATE
PRINCIPLE” (Prinsip negara kepulauan) yang sudah diakui oleh dunia. Dengan
wawasan nusantara, maka wilayah republik indonesia yang terdiri atas sebanyak 17.000
pulau lebih dengan perairan yang menghubungkannya merupakan suatu negara
kesatuan, Lautan yang terdapat di antara pulau-pulau merupakan penghubung antar
pulau dan merupakan kesatuan dalam bingkai NKRI.
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Pengantar Wawasan Nusantara
• Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai jati diri,

lingkungan geografi, dan sumber dayanya, serta segala potensi
fisik dan non fisik yang terkandung dan lahir dari interaksi
elemen-elemen tersebut

• Sebagai elemen kekuatan dan lingkungan strategis nasional
dalam satu kesatuan yang utuh berdasarkan Pancasila dan
UUD NRI Tahun 1945

• Deklarasi Djuanda menjadi cikal bakal munculnya Wawasan
Nusantara

• Wawasan Nusantara dirumuskan bersamaan dengan
didirikannya Lemhannas pada tahun 1965 yang terdiri dari
delapan gatra. Tiga gatra yang bersifat ilmiah atau fisik, dan
lima gatra yang bersifat sosial atau non fisik 13



TANTANGAN WANUS DI ABAD KE 21

Globalisasi sebagai gerakan integrasi dunia
telah tenjadi perjuangan umat manusia sejak
zaman purba. Upaya menyatukan dunia
dimulai dengan tindakan menyatukan dunia
secara fisik, dengan jalan penaklukan wilayah
untuk dijadikan jajahannya, antara lain
seperti yang dilakukan oleh inggris dengan
semboyannya “britain rules the wave”
(britania menguasai samudera). Namun
demikian, penguasaan dunia secara fisik kini
beralih kepada cara yang lain.

Suatu gerakan untuk membentuk kelompok-
kelompok primordial dengan harapan dapat
mengatasi globalisasi. Bentuk-bentuk gerakan
tribaliasi tersebut misalnya otonomi daerah
yang berlebihan, desentralisasi yang
mengarah pada terbentuknya daerah khusus,
gerakan daerah yang mencari dasar negara
selain pancasila, dan sebagainya.
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Wawasan nusantara Bukan hanya sekedar konsep
kewilayahan tetapi cara pandang dan sikap bangsa
indonesia ttg jati diri, lingk geografi, sumda dan sgl
potensi fisik/non fisik dlm satu kesatuan yg utuh
bedsrkn pancasila & uud’45 . 15



 Pertama kali dicetuskan melalui Deklarasi Juanda 13 Desember 1957.
 Dikukuhkan dengan Undang-undang (UU) No. 4/ PRP 1960 Tentang Perairan Indonesia.
 Sebagai doktrin strategis Wawasan Nusantara dikukuhkan pertama kali melalui Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. IV/MPR/1973 tanggal 22 Maret 1973 tentang Garis-Garis
Besar Haluan Negara (GBHN) dan seterusnya hingga dalam GBHN Tahun 1998, yakni sebagai
wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional untuk menjadi pemandu yang bersifat
konstitusional bagi segenap regulasi dan kebijakan pembangunan dan pencapaian tujuan nasional
di segala bidang.

 Ditetapkan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional, United Nation Convention on
the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

 Tanggal 13 Desember ditetapkan sebagai Hari Nusantara melalui Keppres No.126/2001 oleh
Presiden Abdurrahman Wahid.

ASPEK YURIDIS DAN
OPERASIONALISASI
WAWASAN NUSANTARA
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MATERI POKOK 2

WAWASAN KEBANGSAAN
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WAWASAN KEBANGSAAN DAPAT DIARTIKAN Sebagai
konsepsi cara pandang yang dilandasi akan
kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan
diri dan lingkungannya di dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Prof. Muladi, EX Gubernur lemhannas RI,
meyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah
cara pandang bangsa indonesia mengenai diri dan
lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan
persatuan wilayah dalam penyelenggaraan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 19



Materi
Pokok 2

Konsep
Wawasan

Kebangsaan

Konsensus
Kehidupan

Berbangsa dan
Bernegara

Nilai-nilai
Dasar Bela

Negara
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PANCASILA
UUD NRI
1945

NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA

BHINNEKA
TUNGGALIKA

KBBI : Konsensus/kon·sen·sus/ /konsénsus/ n kesepakatan
kata / permufakatan bersama, (mengenai pendpt,
pendirian, & sbgnya) yg dicapai melalui kebulatan suara

PUTUSAN MK NOMOR 100/PUU-XI/
2014 TGL 3 APRIL 2014 TTG 4 PILAR KBS
MENJADI 4 KONSENSUS DASAR BANGS
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Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan
Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud

eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan
kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam

UUD 1945 Bab XV Ps. 35, 36, 36A, 36B, 36C

Warga Negara Indonesia berhak dan wajib memelihara,
menjaga, dan menggunakan Bendera Negara, Bahasa Indonesia,
dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan untuk kehormatan

dan kedaulatan bangsa dan negara sesuai dengan
Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 23



Rasa Cinta
Tanah Air

Sadar
Berbangsa dan

Bernegara

Setia Kepada
Pancasila Sebagai
Ideologi Negara

Rela berkorban
Untuk Bangsa

dan Negara

Mempunyai
Kemampuan

Awal Bela
Negara

Mempunyai Semangat Untuk
Mewujudkan Negara yang

Berdaulat, Adil dan Makmur
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MATERI POKOK 3
PANCASILA DAN PEMBUKAAN UUD 1945
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Pancasila merupakan sumber segala sumber
hukum negara.

UUD 1945 merupakan hukum dasar dalam
Peraturan Perundang-undangan & di tempatkan dlm
Lembaran Negara
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MATERI
POKOK 3

Tujuan Negara
dalam
Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945

Visi Negara
dalam
Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945

Pancasila
sebagai Dasar
Negara dan
Pandangan
Hidup Bangsa

Pancasila
sebagai Jiwa,
Semangat, dan
Nilai Pembukaan
UUD NRI Tahun
1945
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• Tercantum pada pembukaan UUD NRI 1945 alinea kedua yang
berbunyi “Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat,
adil dan makmur.”

• Kemerdekaan menjadi syarat utama dalam berbangsa dan
berbegara

• Persatuanlah yang melanggengkan kemerdekaan sepanjang
masa.

• Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu
negara, di Indonesia terletak di tangan rakyat

• Keadilan dan kemakmuran menjadi kebutuhan pokok dalam
masyarakat. Negara hadir untuk mengakomodasinya

• para pejabat negara, mereka bertanggung jawab dalam
membuat peraturan dan kebijakan yang berpihak pada
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• Sebagai tempat berdirinya bangsa dan negara Indonesia
yang kokoh

• Sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa menjadi arah
segenap bangsa Indonesia memandang dan menuju

• Keluasan Pancasila sebagai tempat berpijak tersurat dalam
sifat pancasila yang sosialistis melalui sila ke lima, namun di
atas segalanya, Pancasila juga religius dengan
mengamanatkan ke-Esaan Tuhan.

• Hal ini membuat pancasila bersifat sosialis religius yang
kesemuanya kita arahkan untuk kepentingan pembangunan
nasional.
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• Keutuhan kaitan Pancasila dengan UUD NRI tahun 1945 melalui
keberadaan rumusan pancasila secara ekplisit pada paragraf terakhir
dari pembukaan UUD NRI tahun 1945

• Kemerdekaan memeluk agama jelas tercermin di dalam sila pertama
• Kemerdekaan menyatakan pendapat merupakan komplemen bagi

kemerdekaan dari rasa takut yang juga tercermin di dalam sila keempat
• Kemerdekaan dari keinginan dan kebutuhan didasarkan pada sila kelima

yang menjadi perwujudan cita-cita keadilan dan kemakmuran
• Pentingnya persatuan bangsa di dalam sila ketiga
• Sementara persatuan pada tataran yang lebih tinggi yaitu persaudaraan

antar manusia tercermin dari sila kedua
30



MATERI POKOK 4

WAWASAN KEBANGSAAN
DAN BELA NEGARA
SEBAGAI DASAR ETIKA
DAN AKUNTABILITAS ASN
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Materi
Pokok 4

Definisi
dan

Konsep
Etika

Etika dan
Integritas

Instrumen
dan Tujuan
Integritas
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• Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya
tempat tinggal, kandang, kebiasaan, sikap, watak, atau
cara berpikir

• Etika berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang
buruk dan tentang hak dan kewajiban moral/akhlak
(KBBI/kamus besar bhs Indonesia)

• Penajaman dari KBBI dilakukan Bartens dalam Dayat NS
Wiranta (2015), adalah nilai dan norma moral yang menjadi
pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam
mengatur tingkah lakunya.
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• Etika dalam dunia kerja selalu bersanding dengan integritas
• integritas berasal dari bahasa Latin integer yang artinya

seluruh
• Menurut KBBI integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan

yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki
potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan.

• Tolak ukur untuk memberikan reward and punishment bagi
pegawai.

• Integritas berperan mengarahkan kompetensi untuk
menghasilkan kinerja baik dan berkualitas.
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• ASN wajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD NRI 1945,
negara, dan pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa dalam NKRI (Pasal 4 UU tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian)

• Komitmen PNS /ASN adalah sumpah/ janji saat
pengangkatan

• Wawasan Kebangsaan dan nilai-nilai bela negara menjadi
landasan idiil dalam pelaksanaannya.

• Pancasila menjadi kendali atas setiap langkah yang
dilakukan ASN dalam menjalankan tugasnya

• Penanaman kesadaran dalam berbangsa dan bernegara
menjadi modal integritas secara utuh terhadap
pengabdiannya kepada negara
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MATERI POKOK 5

KEWASPADAAN NASIONAL
TERKAIT ETIKA DAN
AKUNTABILITAS PROSEDUR
PELAYANAN PUBLIK
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Materi
Pokok 5

Konsep
Kewaspadaan

Nasional

Isu Kontemporer
Terkait Etika dan

Akuntabilitas
Pelayanan

Publik.
Hambatan Etika

dan Akuntabilitas
Pelayanan Publik

yang harus
Diwaspadai.
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• Sikap nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan
tanggung jawab, serta perhatian seorang warga negara
terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara dari suatu potensi ancaman.

• Dibangun atas dasar salah satu tujuan negara dalam
Pembukaan UUD 1945, "melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah tanah air“

• Fokus Kewaspadaan Nasional sepanjang sejarah selalu
beubah-ubah tergantung dengan kondisi bangsa dan
negara
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• Orde lama: ancaman kolonialise dan imperialisme
demi kemerdekaan bangsa Indonesia

• Orde baru: bahaya laten Komunisme
• Era Reformasi: kebebasan berekspresi dan
berpendapat di bidang politik dan HAM, serta
kehidupan berdemokrasi menjadi prioritas utama

39



waspada diri

waspada
keluarga

waspada
masyarakat

waspada
lingkungan
kerja
/lingkungan
pendidikan

waspada
nasional
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Isu
Kontemporer
Terkait Etika

dan
Akuntabilitas
Pelayanan

Publik

Korupsi

Narkoba

Terorisme
dan

Radikalism
e

Pencucia
n Uang

Proxy
War

Kejahatan
Komunika
si Massa
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ISU-ISU STRATEGIS
KONTEMPORER



KORUPSI



SEJARAH KORUPSI

Di Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Yunani dan
Romawi Kuno korupsi adalah masalah serius.
Pada zaman kekaisaran Romawi Hammurabi
dari Babilonia yang naik tahta sekitar tahun
1200 SM telah memerintahkan seorang
Gubernur provinsi untuk menyelidiki perkara
penyuapan.

Seorang raja Assiria (sekitar
tahun 200 sebelum Masehi)
bahkan tercatat pernah
menjatuhkan pidana kepada
seorang hakim yang menerima
uang suap.

Han Su karya Pan Ku menceritakan
bahwa pada awal berdirinya dinasti
Han (206 SM) masyarakat
menghadapi kesulitan pangan,
sehingga menyebabkan setengah
dari jumlah penduduk meninggal
dunia.

History of Java karya Rafles (1816)
menyebutkan karakter orang jawa sangat
"nrimo" atau pasrah pada keadaan, namun
memiliki keinginan untuk dihargai orang lain,
tidak terus terang, menyembunyikan
persoalan dan oportunis. Bangsawan Jawa
gemar menumpuk harta dan memelihara abdi
dalem hanya untuk kepuasan, selalu bersikap
manis untuk menarik simpati raja atau sultan,
perilaku tersebut menjadi embrio lahirnya
generasi opurtunis yang pada akhirnya juga
memiliki potensi jiwa yang korup.



NARKOBA

Menurut Online Etymology Dictionary, perkataan narkotika
berasal dari bahasa Yunani yaitu ”Narke” yang berarti terbius
sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang
berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata ”Narcissus” yang
berarti jenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang
membuat orang tidak sadarkan diri.

Narkotika dan Obat Berbahaya, serta napza (istilah yang biasa
digunakan oleh Kemenkes) yang merupakan singkatan dari
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Kemenkes, 2010). Kedua
istilah tersebut dapat menimbulkan kebingungan. Dunia
internasional (UNODC) menyebutnya dengan istilah narkotika
yang mengandung arti obat-obatan jenis narkotika, psikotropika
dan zat adiktif lainnya. Sehingga dengan menggunakan istilah
narkotika berarti telah meliputi narkotika, psikotropika, dan bahan
adiktif lainnya.



SEJARAH NARKOTIKA

PERANG CANDU I PADA TAHUN 1839 – 1842 DAN
PERANG CANDU II PADA TAHUN 1856 – 1860

PERANG SAUDARA DI AMERIKA SERIKAT 1856

Inggris dan Perancis (Eropa) melancarkan perang candu ke China, dengan membanjiri
candu (opium). Perang nirmiliter ini ditandai dengan penyelundupan Candu ke China.
Membanjirnya Candu ke China berdampak melemahnya rakyat China yang juga
berdampak pada Kekuatan Militer China.

Narkoba jenis morphin sudah dipakai untuk keperluan perang saudara di Amerika
Serikat, Morphin digunakan militer untuk obat penghilang rasa sakit apabila terdapat
serdadu / tentara yang terluka akibat terkena peluru senjata api.

INDONESIA ATAU NUSANTARA
Orang-orang di pulau Jawa ditengarai sudah menggunakan opium. Pada abad ke-17 terjadi
perang antara pedagang Inggris dan VOC untuk memperebutkan pasar Opium di Pulau Jawa.
Pada tahun 1677 VOC memenangkan persaingan ini dan berhasil memaksa Raja Mataram,
Amangkurat II untuk menandatangani perjanjian yng sangat menentukan, yaitu: “Raja Mataram
memberikan hak monopoli kepada Kompeni untuk memperdagangkan opium di wilayah
kerajaannya.



TERORISME DAN
RADIKALISME



Definisi dan Munculnya Terorisme

Ketiadaan definisi yang seragam
menurut hukum internasional
mengenai terorisme tidak serta-merta
meniadakan definisi hukum terorisme
itu. Masing-masing negara
mendefinisikan menurut hukum
nasionalnya untuk mengatur,
mencegah dan menanggulangi
terorisme. Kata “teroris” dan
terorisme berasal dari kata latin
“terrere” yang kurang lebih berarti
membuat gemetar atau
menggetarkan. Kata teror juga bisa
menimbulkan kengerian akan tetapi
sampai dengan saat ini belum ada
definisi terorisme yang bisa diterima
secara universal.

Sejauh ini para teroris berasal dari individu-individu
yang masuk ke dalam suatu organisasi tertentu yang
tujuan awalnya berusaha melakukan perubahan
sosial. Individu yang bergabung dalam organisasi
teroris adalah individu yang merasa dirinya
termarginalisasi karena hidup dalam kondisi yang
sulit, tidak stabil secara ekonomi, hak-haknya
terpinggirkan, dan suaranya tidak didengarkan oleh
pemerintah.



Hubungan Radikalisme dan Terorisme

Terorisme

Radikalisme

Terorisme sebagai kejahatan luar biasa jika dilihat dari akar perkembangannya sangat
terhubung dengan radikalisme. Untuk memahami Hubungan konseptual antara
radikalisme dan terorisme dengan menyusun kembali definsi istilah-istilah yang terkait.

Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat
revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan
(violence) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ciri-ciri sikap dan paham radikal adalah: tidak toleran
(tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain); fanatik (selalu merasa benar
sendiri; menganggap orang lain salah); eksklusif (membedakan diri dari umat umumnya); dan
revolusioner (cenderung menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan).

Radikal Terorisme
Radikal Terorisme adalah suatu gerakan atau aksi brutal mengatasnamakan ajaran
agama/golongan, dilakukan oleh sekelompok orang tertentu, dan agama dijadikan
senjata politik untuk menyerang kelompok lain yang berbeda pandangan.



MONEY LAUNDRING

“Money laundering” dalam terjemahan bahasa Indonesia
adalah aktivitas pencucian uang. Terjemahan tersebut tidak
bisa dipahami secara sederhana (arti perkata) karena akan
menimbulkan perbedaan cara pandang dengan arti yang
populer, bukan berarti uang tersebut dicuci karena kotor
seperti sebagaimana layaknya mencuci pakaian kotor. Oleh
karena itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu sejarah
munculnya money laundering dalam perspektif sebagai salah
satu tindak kejahatan.

Dalam Bahasa Indonesia terminologi money laundering ini
sering juga dimaknai dengan istilah “pemutihan uang” atau
“pencucian uang”. Kata launder dalam Bahasa Inggris berarti
“mencuci”. Oleh karena itu sehari-hari dikenal kata “laundry”
yang berarti cucian. Dengan demikian uang ataupun harta
kekayaan yang diputihkan atau dicuci tersebut adalah
uang/harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan.



Sejarah Pencucian Uang

Sejak tahun 1980-an praktik pencucian
uang sebagai suatu tindak kejahatan telah
menjadi pusat perhatian dunia barat, seperti
negara-negara maju yang tergabung dalam
G-8, terutama dalam konteks kejahatan
peredaran obat-obat terlarang (narkotika
dan psikotropika).



PROXY WAR

Sejarahnya Perang proksi telah
terjadi sejak zaman dahulu sampai
dengan saat ini yang dilakukan
oleh negara-negara besar
menggunakan aktor negara
maupun aktor non negara.
Kepentingan nasional negara
negara besar dalam rangka
struggle for power dan power of
influence mempengaruhi
hubungan internasional. Proxy war
memiliki motif dan menggunakan
pendekatan hard power dan soft
power dalam mencapai tujuannya.



Sasaran proxy war

mematikan kesadaran suatu bangsa dengan cara
menghilangkan identitas atau ideologi atau
keyakinan suatu bangsa yang pada gilirannya
akan menghilangkan identitas diri. Bangsa tanpa
kesadaran, tanpa identitas, tanpa ideologi sama
dengan bangsa yang sudah rubuh sebelum
perang terjadi. Lihat bagaimana Snouckhorgroune
menginfiltrasi Aceh, bagaimana Belanda
menjadikan sistem hukumnya sebagai sistem
hukum kita, bagaimana penjajah melakukan politik
adu domba, meningkatkan fanatisme agama,
suku, ras maupun antar kelompok sebagai alat
menghancurkan dari dalam.



Media Massa vs Media Sosial
Media massa juga pada umumnya hanya melakukan komunikasi satu arah, dan para
penerima informasinya tidak dapat berkontribusi secara langsung. Karakeristik lainnya bahwa
komunikatornya pun lazimnya bersifat melembaga. Sifat kelembagaan komunikator dalam
proses komunikasi massa disebabkan oleh melembaganya media yang digunakan dalam
menyampaikan pesan komunikasinya. Mereka berbicara atas nama lembaga tempat
dimana mereka berkomunikasi sehingga pada tingkat tertentu, kelembagaan tersebut
dapat berfungsi sebagai fasilitas sosial yang dapat ikut mendorong komunikator dalam
menyampaikan pesan-pesannya.

Sedangkan media sosial, baik pemberi informasi maupun penerimanya seperti bisa
memiliki media sendiri. Media sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat
web page pribadi, kemudian terhubung dengan kolega atau publik untuk berbagi informasi
dan berkomunikasi. Media sosial memfasilitasi adanya komunikasi dua arah antara pemberi
pesan dan penerima pesan dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Beberapa contoh
media sosial diantaranya facebook, blog, twitter, dsb.



Rujukan dalam konteks kejahatan yang terjadi
dalam komunikasi massa

1. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang
Pers

2. Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi

3. Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran

4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik

5. Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik.



Hambatan
struktural. Hambatan

kultural.

Budaya
ewuh

pakewuh
(sungkan)
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SEKIAN DAN TERIMA KASIH


